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Peranan Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Azhar
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
JSPS Fellow, Graduate School of Law, Hokkaido University., Sepporo, Japan
Email:aarhar_2000@yahoo.com

1. Pendahuluan i

Reformasi nasional tahun 1998  telah
membuka peluang perubzhan mendasar
atas Undang-undang Daszar Negara
Fepubiik Indonesia Tahun 1845
{kemudian akan kita sebut UUD RI 1945)
vang disakralkan oleh Pemeriniah Orde

Baru untuk tidak direvisl, Seletah
reforrmasi,  konstilusi  Indonesia  telsh
mengalami  perubahan  dalam  satu

rargkaian empat fahap, yeitlu pada tahun
19989, 2000, 2001, dan 2002 (UUD RI
1945} Salah satu perubahan ded UUD Ri
1845 adalah dengan ielb  diadopsi
prinsip-prinsip baru  dalam  sistem
kolatanegaraan antara  laln  prinsip
pemisahan kekuasaan dan ‘checks and
balances' sebagsi pengganti sistemn
supremasi paremen. Dalam Pasal 24C
hasil perubzhan ketiga UUD RI 1945,
dimasukkannya ke pembentukan
Mahkamah Konstitusi kedalam konstitusi
negara kite sebagal organ konstitusional
baru yamg sedergiat kedudukannya
dengan organ konstitusi lainnya. Fungsi
Mahkamah Konstitusi telah dilembagakan
berdasarkan Undang-undang Nomor 24
tzhun 2003 tentang Mahkamah Konsiitusi
(UU Mo 24, 2003), sejak tanggal 13
Agusius Z003. Hal ini disahkan dengan
adanya ketenfuan Pasal 24C ayat (6) UUD
Rl 1945 yang menentulkan:
“Pengangkatan dan pemberhentian Hakim
Konstitush, hukem acara serta ketentuan
lasinnya fentang Mahkamah Konstitusi
dialur  dengan  undang-undang.” Oleh
karana itu, sebelsm Mabhkamah Konsfifusi

dibentuk  sebagai mestinga, Undang-
undarng fentang Mshkamah Honsfitusi
tarlehih dahulu ditetapkan dan

diundangkan pada fanggal 13 Agustus
2003 dalam Lembaran Megara Rapublik
indonesia Tahun 2003 MNomor 28 dan
Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4316,

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tal!
difakukan dengan proses rekruitmean calon
hakim menurut lata cara yang distur
dafam Pasal 18 ayat (1) Undang-L!' 4o
Nomor 24 Tahun 2003 wang beiow,
"Hakim Konsfitusi digjukan masing-masing
< (tiga) crang oleh Mahkamah Agung, 3
(tiga) orang oleh DFR, dan 3 (tiga) orar )
oleh Presiden, untuk ditetapkan dengai
Feputusan Presldan,

Mahkamah Honatifusl secara resmd
dibentuk dengan adanya Undang-urdar g
Momor 24 tshon 2003 dan  soiglalb
pelantikan dan pengucapan sumps

tanggal 16  Agustus 2003, maka
kewenangan fransisl Mahkamak Aours
vang dibebani tugas oleh pasal Il Al

Peralihen UUD Rl _ 1945, unluk
melaksanskan  segalp.  kewenangan
Mahkamah Konstitesi telah  berakhir,

Untuk itu pada bagian berikut ini akan kita
bahas kewenangan mahkamah konstitus!
sebagal  alat  unfuk  melsksanakan
paranannys sebagal penjaga  korstitusl
seperi yang diatur dalam UUD RI 1945.

2. Peranan Mahkamah Konstitusi

Dalam menjalankan peranannya sebagai
penjaga  konstitusl, vaitu melakukan
kekuasaan kehakiman seperti  digtur
dalam ketentuan Pasal 24 avat (2) UUD R
1945. Sedangkan yang dimaksud dengan
kekuasaan kehakiman adalah kekuasean
yang merdeks wnfuk menyalenoggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan
kaadilan mahkamah konstitusi  diber
beberapa kewenangan [(Pasal 24 ayat [1]
U Rl 1948, Adanya sebush
kekuasaan kehakiman yvang bebas ada'al
salah satu prasyarat bagi negara hukum
dizamping syarat-syaral yvang lainnya.

Fersalvan Palalsr fndoresia (PRI} Japang; Membuka Dunia ariuk Indonesia dan Membika fndonests antuk
Durwa

&9



]

INOWVAST Val 520 IMNovamber 2005

Untuk memabami peran yang dilakukan

cleh Mahkamah Konsfitusi, haruslah dikaji

dangan  komprehensif  kewenangan-

kewenangan yang diberikan oleh ULUD R

1845 kepada lembaga ini, Pasal 24 C ayat

(1} menvebuikan babwa Mahkamah

Konstitusi  berwenang  untuk  mengadili

pada tingkal pertama dan terakhir dimana

putusannya bersifat final, Dar ketentuan
tersebit  berarti Mahkamah Konstitusi
bersifat funggal vang fGdak mempunyai
peradilan yang berada dibawahnya dan
fidak merupakan bawahan dari lembaga
lain. Hal ini berbada dengan Mahkamah

Agung wang mempunyal peradian—

peradilan dibawahnya dan merupakan

puncak darl  peradilan-peradilan  yang
barada dibawahnya. Dengan
ketunggalannya dapal dikatakan bahwa

Mahkamah Honstitusi adalam sebuah

forum khusus  uniuk melakukan

kewanangannya. Didalam menjalankan
parannya sebagal pergaga konstitiesi,
maka Mahkamah Konstiusi Republk

Indenesia diberi kewenangan sepertl yang

diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD RI

1245 yang kemudian diperiegas dalam

Undantg-undang Mo, 24 Tahun 2003

tentang Mahkamsh HKonslitusi  yang

menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi
berwanang meangadii:

a. Mengull undang-undamg terhadap
UUDRI 1945:

B, Memutus sengketa kewenangan antar
lembaga negara yang
kewenangannya diberkan oleh LUD
R11845;

c. Memutus pembubaran paral politik;

d. Memulus perselisthan tentang  hasil
pemilu,

& Memberd pulusan atas pendapat
Dewan Perwakilan Rakyal bahwa
Prasiden danfstau Whwakil Presiden
diduga telah melakukan pelanggaran
hukum berupa penghianatan terhadap
negara, korupsl, penyuapan, lindak
pidana berat lainmya, atau perbuatan
tercela, danfatau tidak lagl memenuhi
syarat sebagal Presiden danfatau
Yakil Ppresiden, sebagaimana
dimarsud dalam UUD Bl 1945,

Pelarggaran hukum yang  diduga
dilakukan presiden vang disebut dalam
pasal 10 ayat (2} UL Mo, 24, 2003, telah
diperjelas dalam ayat (3) dengan memberi
batasan sebagai benkut:

a. Penghianatan terhadap negara adala
findak pidana ferhadap keamanan
negara sebagalmana diatur dalam
undang-undang;

b, Korupsi dan penvuapan adalah tindak
pidana korupsi  alau  penyuapan
sebagaimana diatur dalam undang-
undang;

o. Tindak pidana berat lainnya adalah
lindak pidana vang diancam dengan
pidana penjara & (lima) tahun atau
lebih:

d. Perbuatan tercela adalah perbuatan-
perbuatan yang dapat merendahakan
manabat Fresiden danfatau  Wakll
FPresidan;

e, Tidak lagi memenuhl syaral sebagai
presiden danfatas  wakll presiden
adalah syarsl sebagaimana dienbukan
dalam pasala & UUD Rl 1545,

Dar kewenangan yang disebutkan diatas

terlihat bahwa sengkats yang
diporkarakan  dan  diaditi = Mahkamah
Fonsfifusi  sangat banyak  berkaitan

dengan proses pelitik, sebagian besar
merupakan perselisihan yang  syarat
dengan sifal polik sebapal salah satu
karaklerstk sengketa, Jedi vang
dikemukakan oleh Agung Laksono, Ketua
Dewan Perwakilan Raekyat {DFR] bahwa
Mahkamah Konstitusi untuk  fetap
memegang komitmen dalam menjatankan
fugasnya di wilayah hukuom dan tidak
memasuxl wilayah polibk adalab hiri'&"lg
begity tepal (Kompas 11 Okiober, 2005).
Sudah barang tentu hal ini juga akan
mempunyal dampak pada plhak-pihak
yvanyg dapat menggerakkan mekanisme
Konstitusional  kontrel  oleh  berbagal
lembaga negara.

Diberbagai negara didunia sebanyak lebih
kurang T& negara yang  dalam
konstitusingg juga mengenal lembaga
Mahkamah Konstitusl, semenjak Hans
Kelsen merancang undang-undang dasar
Auzifria dan memasukkan lembaga ini
dalam konstitusi Austria. Sshagian besara
negara-negara  demokrasl yang sudah
mapan kecuali Jerman, fidak mengenal
lembaga Mahkamah Konstilusi yang
berdiri sendii. Fungsinya dicakup dalam
fungs Mahkamah Agung yang ada
disetiap negara (Jimly Asshiddigie. 2003) .

Kewenangan yang diberikan  kepada
Mahkamah Konstitusi dapat dibedskan
menjadi dua, Yailu kewenangan utama,

Prrsaluan Pelsiar Indwasie (FH) Ja;aqg Membuia Dunis waluk Indonesia dan Membuia Indonssgia Ay
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dan kewenangan tambahan. Kewenangan
utama meliputl: {a) pengujian undang-
undang terhadap UUD, (b) memutus
keluhan konstilusi yang  diajukad  oleh
rakyat terhadap penguasa (UUD RI 1845
tidak memberikan kewenangan inl kepada
Mahkamah Konstitusi), sebaiknya
Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan
utamanya yaitu untuk memutus memutus
constifiional  complain yang diajukan
rakyal terhadap  penguas separt
Matikamah kenstitus! Austria, Itali, Jerman
dan lainnya. Dengan  diberkannya
kewanangan tersebut, Mahkamah
Konstitesi wajib menerima dan memutus
permochonan dan rakyal bilamana adanya
produk peraturan yang berada dibawah
undang-undang  seperti Keputusan
Presiden, Penetapan Presiden, Instruksi
Fresiden dan/atau  Peraturan Presiden
untuk diajukan judicial review. Seperti kita
ketahul bahwa Peraluran Presiden no
S5/2005 tentang harga BEM  yang
mengacu pada Undang-undang Momor 22
Tehun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi dimana Pasal 25 ayat (2) dan (3),
tolak di dikoreksi dalam [udicial review
Malkamah Konstitusi pada tanggal 21
Desamber 2004 karens dinilal
bertentangan dengan UUD RI 1045
Tanpa dibed kewenangan tersebut diatas
maka Mashkamah Konstitesi belum bisa
melakukan perannya  sebagal penjaga
konstitusi secara tunias dan menyelunub.
(c] memutus sengketa kewenangan antar
lambaga negara, Sedangkan
kewenangan tambahan dapst bervariasi
antara negara satu dengan vang lainmya,
UUD Rl 1845 memberikan kewenangan
lambahan tersehut berupa; (a)
pembubaran partai politi, (b} persalisihan
hasil pemilihan umum, (d) pemberan
putusan Dewan Perwskilan Rakyal atas
dugaan pelanggaran yang dilakukan ocleh
Fresiden dan‘atau wakil presiden,

Peranan YN dibeiikan Kepada
kabkamal Konstitusi melalul
kewenangannys sebagai sebuah lembega
peradidan  oleh UUD R 1845,
mencarmmkan semangkin kuairya

penuangan prinsip negara hukum dalam
UUD RI 1945 sstefah adanya perebahian.,
Pilar yang sangat fundameantal yang
diletakkan dalam UUD RI 1945 Ontuk
memperkuat prinsip negara hukem adalah
parumusan pada Pasal 1 ayal {2), yang
menyatakan bahwa kedaulatan berada

ditangan rakyal dan dilaksarakan menurut
Undang-Undang Diasar. Dengan aderniya
perumusan ini, maka Indonesia vang
menganut  a@sas  demokrasi | dals
penyelenggaraan kenagarasn
menyandarkan mekanisme demckrasiny::
kepeda hukum, yaitu UUD Rl 1945, Hak-
hak yang dlakui dalam UUD RI 1245 | d=

tata  cara pelaksanaan  demokras
didalamnya menjadl rambu-rambu bag
pelaksanaan  demokrasl, Karena

demokrasi tanpa hukum akan mengaah
menjadi anarki  Pelanggaran terhada)
konstitusi dapat dilakukan datam beberapa
bentuk. Meskipun DPR yang anggotanya
dipilih  dalam pemilhan umum  dan
Presiden diplih secara langsung o
rakyal, yang berarti keduanya MempUnyi
dasar legitimasi  peraakilan Aspiratit,
namun. dalam prinsip negara  hukum
kisdua lembaga ini tetap dapat melakuke
palanggaran terhadap konstifusl {Harjana.
2003). Dengan ditetapkannya mekanisme
pembuatan undang-undang datam UUD
RI 1945, vang melibstkan kedus lembaga
inl, DPR dan Presiden, maka procuk
bersama dari kedua lembaga in, wail
undang-undang secara patensial pun
dapat menyimpang dari UUD Rl 1845,
Sebuah undang-undang dapat manjadi
objek legisiative review, vang ditakukan
oleh badan legislative yang membuatnya
Namun, haruslah diingat bahwa fegisiative
meview masih  tetap didasarkan  atas
pertimbangan-perimbangan poliik karena
memang produk dari lembaga  politk,
Kehadiran Mahkamsh Konstitusi untuk
malakukan  uji undang-undang adalsh
untuk menjagal menegakkan konstitusi
bitamana terjadi pelanggaran konstitusi
dleh undang-undang. Dengan mekanisme
inl jelas bahws peranan  Mabkamah
Konstitusl dalam ketatanegaraan
Indonesia adalah untuk menjaga jangan
sampai terjadi pelanoogaran kenstitus] slsh
lembaga negara.

Mahkarmah Konsiitusl yang melaksanakan
fungsi peradilannya untuk melakukar uji
undang-undang harus membatasi dirinya
lJangan samapal menjadi super body
dalam pembuatan undang-undang yang
terjebak  uniuk menjadi lembaga YENg
mampunyai hak “vels” secars tarsefubung,
Dalam hal pembuatan undang-undang
harus dipahaml secara kesistiman baliwa
lerdapat tiga kategor substansi dalam
konslitusi;, (a) pembuat undang-Lndang

Parsaiian P'n:l:l,l'h indanesia (PR Jeaivg; Mambede Duie unifok nogmasa dan Memiuka Indonagis a.w:u"r -
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diberi kewenangan penuh urtuk mengatur
dan menetapkan, (b) dalam mangatur dan
menetapkan pembuat undang-undang
dengan kualifikasi atau pembatasan, fc)
pembual  undang-undang  tidak  diberi
Kewenangan  unduk mengatur  dan
menelapkan karena telah ditetapkan dan
diatur sendiri oleh konstitsi,

UUD Rl 1845 telah mendistribusikan
kewenangannya , kepada
beberapalembaga  negara. ' Dalam
melaksanakan  kewenangan  tersebu
sangal mungkin akan lefjadl dimana saty
lembaga negara menggunakan
kewenangannya melampadi batas
kewenangan yang diberikan kepadanya
sehingga melanggar kewenangan
lembaga lain. Dengan adanya perubahan
LUuUD R 1045, hubungan antar lembaga
negara diposisikan secara fungsional, dan
tidak secara hirarkis, maka diperiukan
sebuah lembaga yang secara final dapat
memufus persalisiban kewenanoan antar
lembaga negara, Mahkamah Konstitusi
berperan sebagai lembaga peradilan yang
memutus  sangketa antar kewsnangan
lembaga negara. Sebelumnya peran inj
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan
Fakyat dimana sebagal sebuah lembaga
pelaksana sepenuhnya kedaulstan rakyal
YENg ommpofent, yang berwenang uribuk
melakukan apa saja lermasuk didalamnya
untuk - menmyelesaikan persengketaan
wang timbul antar lembaga negara. Dapa
diarlikan  bahwa peran  Mahkamah
Kenstitusi - sebagal pen@aga  konstitusi
dalam sistem check and palances antar
lembaga negara. Selanjutnya kita akan
melihat bagaimana tata cara pengajuan
permohonan ke Mahkamah Konsiitus],

3. Tata Cara Pengajuan Permoheonan

Untuk melaksanakan peranannya
menjaga konstitusl, Makkamakh Konslilusi
dilengicapi dangan mekanisme
constilutional  comtral digerakkan  aleh
adanya permohonsn dari pamohon yang
memiliki fegal standing untuk membela
kepentingannya. Pemilihan kata pérmohean
dan bukan gugatan vang dinjukan kepads

Mahkamah Konstitusi bilamana
dbandingkan dengan Hukum Acars
Perdata, sedlah-olah perkara

merupakan perkara yang bersifal sat,
pihak {ex parte) dan tidak adg pihak lain
yéng ditarlk sebagai pihak atay termaohon

dan yang mempunyai hak melawan
permohonan tersebut. Hal inl tidak salaly
benar, karena dalam jenis perkara terientu
harus ada pihak yang secara tegas
ditetapkan dan dilarik sebagai pihak, dan
yang mempunyal hak untuk mernjawak
alau menanggapi permohonan tersebi
(Maruarar, Siahaan, 2003)

Peraturan Mahkamah Agung ( FERMA) No.
2 tahun 2002 lertang fata cara
penyelenggaraan wawenang Mahkamah
Konstitusi oleh Mahkamah Agung dalam
Pasal 1 ayat (7) dan (8) membedakan
permohionan dan  gugatan. Terhadpa
pedkara:

1. Penguian undang-undang terhadap
Undang- Undang Dasar:

2. Sengketa wewenang antar lembaga
Négara yang kewenangannya
diberikan cleh Undang-Undang dasar
RI 1945;

4. Memeriksa, mengadili dan
mamutuskan pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat bahwa presiden
danfatau wakll presiden diduga telah
melakukan  pelanggaran  hukum
sebagalmana yang dimaksued dalam
Pasal 7B ayat (1) UUD RI 1845 dan
perubahannya,

Diajukan  dalam permohonan  yang

merupakan permintaan untuk diputus, D

plhak  kain  jika perkara“ yang chaukan

adalah mengenai:

1. Pembubarana partai politik:

2. Perselishan hasit pemilihan wmum,

Maka harus dengan gugatan  yang

merupakan furtutan yang diajukan secara

tertulis,

Undang-undang MNo. 24 tahun 2003

menyebutkan bahwa semuanys diajukan

dengan permohonan secara terulis dalam

bahasa Indonesia, ditanda tangani cleh

pemohon  kuasa, diajukan  daiam 12

rangkap dan syaral-syaral yang harus

diperuhl disebut dalam Pasal 31 adalah

sebagal berikut:

8. Nama dan slamat pemahon:

B.  Uraian mengenai perihal yang menjadi
dasar permohionan;

. Hal-hal yang diminta untuk diputus,

Permohonan ity harus pula melampirkan
bukti-bukti sebagai pendiikung
permohonan, yang menunjukkan
permahion bersungauh-sungguh. Dengan
kala lain, pemohon  harus memual

Persatuan Palajar indonela (PFT) Jepeng;: Mombuka Donda ariak Mdanesia dan Membubke indonesa pnfok
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ideniias pha-pihak posita dan petitum,
Tapi Undang-undang MNo. 24 tahun 2003
tidak mengharuskan disebut termohon.
Karena sifatnya yang leblh 'banyak
melibatkan lembaga-lembaga negara dan
khusus tentang pengujian undang-undang
terhadap UUD R| 1945, yvang berada
dalam pogisl sebagai fermchon  tidak
terialu menentukan karena putusan yang
dimirta adalah bersifat deklaratf terhadap
aturan yang beraky umum juga dilsin
pihak oleh karena adenya’ kewajiban
Mabkamah Konstitusi memanggll pars
pihak wang berperkara untuk member
keterangan yang dibuluhkan dandaizu

meminta keterangan secara  ferfulis
kepada lembaga negara vang teckait
dengan  lermohon,  maka yang
menantukan  termohon  llu adalgh

Mahkamah Konstitusl, Meski fidak secars
egas dissbut pedu dimual sispa yang
menjadi termobon, sebagai phak yang
paling berwenang dan berkepentingan
menjawab gugatan lersebut, secara
prektis  dengan  penunjukan  termohon,
Temohon dapat dipanggil ik
memberkan  kelerangan. Bisa juga
dianalogikan keterangan tersebut dengan
jawaban dalam Hukum Acara Perdata.
Hal ini untuk memenuhi tenggang wakiu
yang dissbul Pasal 4i ayal (3) yang
menantukan paling lambat tujub hari kerja

sejak permintaan Hakim  Konstitusi
diterirma, lembaga negara Yang
bersangkutan  wajis  menyampaikan

penjeiasan. Permohonan dapat disalukan
dengan panggilan sebagaimana
disebutkan dalam Acara Perdata,

Memang secara spesifik dalam perkarp
pengujien  undang-undang  terhadap
Undang-Undang Dasar fidak disebut slapa
yang menjadi termohon, tapi  dalam
sengkela kewenangan antar lembags
negara, pembubaran paral  politlk,
Impeachment, termohon  harus  ditulis
secara legas, Khusus  mengerrai
sengkela  kewenangan antar  lembags
negara, Mahkamah Konsiitusi  capat
mengeluarkan penelapan yang
memeriniahakan pihak pemaohon dandatay
termohan uniuk menghentikan sementara
pelaksanaan kewenangan yang
dipersengketakan sampai dengan putusan
Mahkamah Honstiiusi, Tanpa adanya
penyebuian termohon eecara legas dalam
penetapan yang sifatnya menghantikan
kewenangan semeantara, maka putusan i
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boleh jadi tidak mempunyai sl ape apa,
karena tidak jelas siagpa yang Wil
melaksanakan perntah tersebul.
yang lebih tegas kgl adalah kefil:n
permononan urduk  membatalkan Lzl
pemilu dan pembubargn pariai paditik
dikabulkan, maka harus jelas siapa Yang
wajib melaksanakan keputusan hakim
Mahkamah Konsiitusi lersebut,

Mahkamah korstilus| memerniss
mengadili dan memwdus dalam  sidar
plenonya dengan sembilan (9) Hakin
Konstitusi, skan tatapi dalam keadasn luar
biasa dengan twjuh (71 Hakim.  Hulo
sebabnya surat permohonan digjukan duc
belas (12) rangkap, karena disamping
dibagikan pada sembian (9) Hakim, juge
harus disampaikan kepda presiden dnn
DPR dalam waktu tuuh (7) har s
parmohonan  dicatat  dalam  register
perkara konstiusi.  Mahkamah Agung,
menurut  Fasal 53 cukup diber fahu
lentang permmohona judicisl  review.
Mamun, fidak diatur secara tegas bahw
permohonan disampalkan ke Mahkamah
Agung, vang mempunyai arti bahwa tidak
perlu diberkanan copy surat permohonan.
Salah satu perbedaan dengan gugatsn
dalam parkara  perdata adala!
permohonan  yang disjukan kepada
Mahkameh Konstitusi untok dapat didafiz;
harus tefah menyertakan alat bukti yang
mandukung permohonan lersebut (Pasel
32 ayat {2) dan (3) UU No. 24 tahun 2003).
Karena mash ada proses  untuk
memenksa perkara dan slat-alst bukl,
maka hal inl harus ditafsikkan sebagal
bukti awal yang manunjukkan
kesungguhan permohonan tersebut dan
bulkan hanya beriujuan itk
menimbulkan sensasi atau uji coba
Selanjuinya kita akan membahas siapa
yang dapal mengajukan parmohonan
pada bagian barikut,

3. Siapa yang Dapat
Fermohonan

Mengajukan

Yang berhak mengajukan permohonan ke
Mahkamah Kenstitusi adalah setiap orang
vang memiiki kepentingan hukum alan
kewenangan yang dilanggar dan dirugikan
dengan kata lain bahwa yang
bersangkutan harus mampounya fegre
standing untuk mengajukan penmohonan,
Pemohon wuntuk setiap jenis perkara
konstitual berbeda.

Pargatim Palar Indonesia P} dopang) Mambubka D witad Indonesa oo Membuke indanosia itk
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Permohonan untuk pengujian  undang-
undang terhadap UUD RI 1945 Hapat
dilakukan bagl yang menganggap hak
danfatauy kewenangan konstitusionalnya
sedang dan eakan diruglkan dengan
berlakurya suaty undang-undang terdir
dari;

1. Individu atau perarangan warga negara
Indonesia; !

£. Kesatuan masyarakat huklm adat
sepanjang masih  hidup dan  sesual
oengan perkembangan masyarakat dan
prinsip  negara  kesatuan  Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-
undang,

3. Badan hukum publik atau prival; atau

4. Lambaga negara,

Keempat kategor yang disebul diatas, jika
hak dan kewenangan konsfitusionainya
dilanggar oleh berlskunya satu undang-
undang mempunyal legal standing, uniuk

mengsjukan permohonan.

ksta an_sniar =]
Nagara
Fihak yang mengajukan permohonan
dalain hal ini adalah lembaga negara yang
mempunyai kepentingan langswng
terhadap kewsanangan yang

dipersengketakan, akan tetapi lembaga
negara dimaksud harus secara khusus
yang kewenangannya dibarikan cleh ULD
R 1845, Kalau ditel®i dalam UUD BRI 1945,
secara tegas dapal disebut MPR, DPR,
DPD, Presiden, BPK, Pemerintah Daarah,
Pemerintah  Provinsi yang dibagi atas
Kabupaten dan Ketamadia, Mahkamah
Agung sebagai lembaga negam yang
mamperclah kewenangan dad UUD RJ
1845 tidak dapat menjadi pihak baik
pemohon  maupun  termohon  dalam
sengketa kewenangan antar lembaga
negara {Pasal 65 UL 24/ 2003),

L. Pemibubaran Parta Politik
Pemohon dalam sengketa pembubaran

pental palittk adalabh pemerintah dan lebib
FAuh dijelaskan pemerintah pusat. Tetapi,
departemen atau  lembaga dimana
ewenangnya memohon hal semacam ini
dari pemerirtah pusat? Sebagai wakil
untuk mengajukan permohonan adalsh
Jaksa Agung. Tapi boleh jadi dalam
prakieknya nanti akan berkembang yang
akan memungkinkan mengajukan
permohanan adalah departemen-

departemen atsu lembaga negara yang
mempunyai  kaitan langsung  dengan
alzsan pembubaran partai politic. Karena
pemerintah pusat adalah kesatuan, maka
harus terebih dahule diperoleh izin atau
perniah  atau penunjukan  presiden
sebapai kepala pemerntahan.
Sedangkan alasan yvang diajukan karena
Ideclogi, asas, lujusan, program  dan
kegiatan parlai polith tedentu yang
dianggap beremtangan dengan UUD RI
1945,

. Parselisih il Pamily

Parselishan  hasil pemilu  merupakan
sengketa tentang hasi pemilu secara
nasicnal yang dipandang penetapan
Komisi Pemilian Umum mempengaruhi:
a. Terpiihnya angaota DPD;

b. Penetapan pasangan calon yeng masuk
pada putaran kedua pemilihan presiden
dan wakll presiden sera terpilihnya
pasangan presiden dan wakil presiden:

t. Perolehan kursi partai politk pesera
pemilu di satu daerah pemiihan,

Munculnya sengketa inl adalah karena
adanya perbedaan pendapal tentang hasil
perhitungan suara yang oleh pemohon
dipandang tidak benar dan hanya dapat
diajukan dalam jangka waktu paling
lambat 3 X 24 {tiga kali_24 jam) sejak
Komisi Pemilihan Urium mengumumkan
penstzpan hasil pemilihan umum secara
rasional. Sedangkan pemohen dalam
sengketa inl adalah:

1. Perorangan warga negara Indonesia
calon anggota DPD peserta pamilu;

2. Pasangan calon  Presiden/ Wakil
Frasiden peserta pemilu Presiden/ Wakil
Fresiden;

3. Partal pofitk peserta pamilu.

E P CPR nai Pala ran
Fresiden tau Wakil Presiden
Calam hal ini yang dapal mengajukan ke
Mabkamah Konstiiusi adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
yang dalam pengambilan sikap tentang
adanys pendapat semacam Inl tentu
melalui proges pengambilan keputusan di
DPR yaitu melahi dukungan 23 (dus
pertiga) jumiah ssluruh anggata OPR yang
hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri
sekurang-kurangnya 2/3 anpgota DPR
(Pasal 7 B ayat (3) UUD RI 1245),

Persatuar Polajar indonesia (PPY) Jepang; Wembuka Dunia unfuk indonests dan Membais indonssi wmim
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4. Kesimpulan

Feranan Mahkamah Konstitusi dalam
menjaga Konstitusi melalul keklassan
kehakiman melipuli kewenangan utama
dan kewenangan tambahan.
Kewenangan wtama  meliputi;  (a)
Fengujlan undarig-undang terhadap UUD
Rl 1845, (b) memutus constituional
compiain yang diajukan rakyat terhadap
penguasa (UUD RI 1845  tfidak
memberikan kewsanangan " kepada
Mahkamah Konstitusl Republik Indonesia,
sedangkan dinegara lain diberikan kepada
mahkamah konstitusl), (c) memutus
sengketa kewenangan antar lembaga
nogara, Sebagai kewenangan lambahan
dapat * bervarasi antara negara salu
dengan negara lainnya. Sedangkan UUD
RI 1945 memberkan kewenangan
fambahan kepada Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia vaitu; (@) pembubaran
partai  politik, (b) perselisihan  hasil
pemilihan umum, (¢} pemberian pulusan
DPR ates dugasn pelanggaran yasng
dilakukan oleh presiden dan/stau wakil
presiden.

Sebaiknya Mahkamah Konstitusi diberi
kewenangan utamanya yaity  unfuk

memutus mamutus congtitlanal complain
yang diajukan rakyal ferhadap pencuass
seperti Mehkamah konstilusi Austrin, liol),
Jerman dan lainnya. Dengan senditliy s
bisa melskukan perannya  seheool
penjags konstiiusi secara tuntas,
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Reformasi setengah hati :
Refleksi atas kegagalan pemberantasan korupsi di Indenesia

John Fresly
Program Master of Law, Niigata University,
Japanese Development Scholarship (DS 2005
E-mail; ffreshvimyahos.com

Seorang  pakar  bukum i 'Indonesia
menyalakan babwa perlaky korupsl di
Indenesia sudah seperi pedagang ikan di
pagar kan, Tidak tercium lagi bau kan
yang menyangat karena sudah bargumaul
gepanjang har layaknya bushess as
usual. Sehingga tidakleh mengherankan
ketika Transparency Intermnational (T1)
mengeluarkan laporan terbaru mengenai
indeks  perseps] korupsl tahun 2005
(Transparency International Cormuption
Perception Index 2005}, hanya segelintir
kalangan yang memberikan komentar
barnada prinafin tertang posisi Indonesia
dalam yang berada dalam urutan ke 137
dari 158 negara atau nomor 6 paling konup
i dunia. (Kompas, 19 Oklober 2005).

Posisi tersebut hanya lebih balk darl
Myanmar, satu-salunya negara anggola
ASEAN vang mashh berada dibawah junia
militer. Bahkan sejak awal dikeluarkannya
laporan T sejak tahun 1995 Indonesia
lercatal sebagai negara vang paling konup.
whh_tranepareney orchauneeyelin il

#cni)

Laly pelejaran apakah vang dapat ditark
dari laporan fersebul? Benarkah korupsi
sudah  sedemikian parshnya sshingga
tidak ada lagi plhak yang mampuy
mengatazinya? Apakash pengaruh korupsi
ini bagi Indonesia dalam bersaing dengan
bangsa lain di era globalisasi? Mengapa
sedemikian  pentingnya pemberantasan
korupsl bagi pembangienan dan ekanomi?
Alau sebafknva kita berdalih  bahwa
laporan  terssbut  tidak  mempunyai
kredibilitas sehingga tkak dapal dijadikan
patokan untsk menilai keadaan Indonesia
saat ini.

Pertanyaan tesebul diatas menjadi
semakin krusial apabila kita
membandingkan  Indonesia dengan

negara-negara lasin yang posisinga lebih

baik. Berdasarkan metodologi  yvang
digunakan dalam laporan tersebut vang
menggunakan data dan analils dari
kalangan pengusaha dan para pakar
hubungan internesional dapat  dilihat
bahwa korupsi sangat berkaitan dengan
pengeloizan pemernntahan yang
trancparan dan demokralls serta Wkiim
kordusif untuk melakukan investasi gobal,
Kinerja pemerintahan SBY dalam
pemberantasan korupsi

Sebagal sualu lembaga internasional vang
diakui kredibiliiasnya maks laporan TI
akan mempunyal dampak yvang buruk bagi
pemuliban ekonomi di Indonesia.  Sulit
membayvangkan perbaikan citra Indoneszia
hanya dengan retorka pemberantasan
korupsi tanpa suatu tlindakan konkril dan
menyeluruh di semua unsyr pemernintahan
dan kehidupan masyarakat.

Presiden Yudhoyono menyvadarl bahwa
pemberantasan korupsi merupakan satah
satu agenda palitic yang harus menjadi
prioritas kabinet Indonesia Bersatun, Oleh
sabab i sejak mulainya pemenintakan
SBY fanggal 20 Okicber 2004, Presiden
menaruh  perhalian dalam  penanganan
kasus korupsi, Hal ini  fercermin dalam
pengungkapan beberapa kasus besar
antara faln tindak lanjut pengurgkapan
kasus pembobolan bank BN 1846, kasus
korupsl di Komisi Pemilihan Umum (KPU),

kasus illegal logaing, kasus
penyalundupan  BBM  Peramina dan
terskhir dugaan kasus  korupsi  di
Mahkamah &qung

Mamun demikian setelah sstu  tahun
pemefintah SBY, fampaknya upaya
pemberantzsan  korupsi masih  teralu
sadikil dan lerkesan beralan di tempat.
Fenomena korupsi masih  menjadi
business as uswal dan sudah ftak asing
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